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KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 950.F/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 590/HK.03.1-

Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA SERANG, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA 

PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SERANG TAHUN 2018 

 

 

ABSTRAK : Bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan berdasarkan ketentuan 

pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota 

menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tata 

Kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada 

Peraturan ini. 

  

 Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah: 

 UU Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (LN Tahun 2000 

Nomor 182, Tambahan LN Nomor 4277); UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (LN Nomor 98, tambahan LN Nomor 

4748); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (LN Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan LN Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan PerPu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

UU Nomor 10 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN Nomor 

5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 Nomor 

182, Tambahan LN Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 



tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SetJen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, 

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 

22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, 

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 

Suara, dan Kelompok Penyeleggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2018. 

 

 Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 950.F/HK.03.1-

Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017 diatur tentang: 

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 

590/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota 

Dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2018. 

 

CATATAN : -  Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 November 2017. 

- Lampiran 33 halaman. 

 


